





A. Kebijakan Kepala Sekolah 
1. Pengertian Kebijakan Kepala Sekolah 
Kebijakan kepala sekolah terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan 
kepala sekolah. Agar dapat mengetahui dan memahami makna dari 
kebijakan kepala sekolah, terlebih dahulu perlu diketahui makna dari 
kebijakan itu sendiri. Kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dari 
bahasa Yunani yaitu “polis” yang artinya kota. Setiap ahli memiliki 
pengertian kebijakan yang berbeda-beda namun memiliki satu titik 
kesamaan yakni seperangkat tujuan atau sasaran untuk dicapai, peraturan 
yang harus diikuti dan dilaksanakan. Seperti, menurut Indrafachrudi sebagai 
penulis buku kebijaksanaan pendidikan di Indonesia mengatakan bahwa 
kebijakan adalah wisdom, sedangkan kebijaksanaan adalah policy. 
Kebijakan adalah suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan 
aturan yang ada, kemudian dikenakan kepada seseorang karena adanya 
alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku. 
Sedangkan kebijaksanaan (policy) adalah aturan-aturan yang semestinya 
dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat kepada siapapun dengan 
maksud yang diikat oleh kebijaksanaan tersebut.22 
                                                          
22 Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan Masa depannya 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 16-17. 
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Klein dan Murphy mengartikan kebijakan sebagai seperangkat 
tujuan-tujuan, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang membimbing 
suatu organisasi, dengan demikian kebijakan tersebut mencakup 
keseluruhan petunjuk organisasi.23 Pendapat lain dikemukakan oleh 
Gamage dan Pang, bahwa kebijakan terdiri dari pernyataan tentang sasaran 
dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut, 
sehingga dapat dilaksanakan bersama, dicapai, dan memberikan kerangka 
kerja bagi pelaksanaan program.24 Kemudian kata kepala sekolah terdiri 
dari “kepala” dan “sekolah”. Kata “kepala” dapat diartikan sebagai seorang 
pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Kata “kepala” atau 
pemimpin tersebut didefinisikan seseorang yang memiliki suatu 
kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, 
dan menggerakkan atau mengelola orang lain agar mereka bersedia untuk 
berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan bersama.25 Sedangkan “sekolah” 
adalah sebuah lembaga yang menjadi tempat memberi dan menerima 
pelajaran. 
Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan tingkat satuan 
pendidikan yang harus memiliki dasar kepemimpinan yang kuat. Untuk itu, 
setiap kepala sekolah harus memahami kunci sukses kepemimpinannya, 
yang mencakup: pentingnya kepemimpinan kepala sekolah, indikator 
kepemimpinan kepala sekolah efektif, sepuluh kunci sukses kepemimpinan 
                                                          
23 Syafaruddin, Op.Cit., hal. 76. 
24 Ibid., hal. 75. 
25 Burhanuddin, Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan 
(Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 62. 
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kepala sekolah, model kepemimpinan kepala sekolah yang ideal, masa 
depan kepemimpinan kepala sekolah, harapan guru terhadap kepala 
sekolah, dan etika kepemimpinan kepala sekolah. Dimensi-dimensi tersebut 
harus dimiliki, dan menyatu pada setiap pribadi kepala sekolah, agar mampu 
melaksanakan manajemen dan kepemimpinan secara efektif, efisien, 
mandiri, produktif, dan akuntabel.26 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa 
kebijakan kepala sekolah adalah hasil keputusan-keputusan yang dibuat 
secara arif dan bijaksana oleh kepala sekolah dengan kemampuan 
menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat 
didayagunakan secara maksimal untuk seseorang atau sekelompok orang 
guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan ditetapkan dengan 
melangkah lebih maju ke masa depan. 
Keberadaan sekolah adalah sebagai lembaga formal dalam 
penyelenggaraan kebijakan pendidikan nasional atau kebijakan dinas 
pendidikan kabupaten/kota dalam kekuasaan dan kewenangan kepala 
sekolah. Seorang kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan 
kebijakan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, 
dimana kepala sekolah juga harus bertanggung jawab penuh akan sekolah 
yang dipimpinnya. 
                                                          
26 H.E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 
2011), hal. 16. 
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Sehubungan dengan hal di atas, seorang kepala sekolah merupakan 
kunci keberhasilan suatu lembaga, karena kepala sekolah adalah seorang 
pemimpin yang membawa lembaganya ke arah tujuan yang ingin dicapai 
oleh lembaga tersebut. Kepala sekolah dikatakan berhasil apabila mereka 
memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, 
serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai orang yang 
diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah. Fungsi dan peran kepala 
sekolah sangat penting dalam menggerakkan  dan memajukan kehidupan 
sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun fungsi dan peran 
kepala sekolah meliputi:27 
a. Sebagai Pendidik 
1) Prestasi sebagai guru mata pelajaran. Seorang kepala sekolah dapat 
melaksanakan program pembelajaran dengan baik 
2) Kemampuan membimbing guru dalam melaksanakan tugas 
3) Mampu memberikan alternatif pembelajaran yang efektif 
b. Sebagai Manajer 
1) Kemampuan menyusun program secara sistematis, periodik dan 
kemampuan melaksanakan program yang dibuatnya secara skala 
prioritas 
2) Kemampuan menyusun organisasi personal dengan uraian tugas sesuai 
dengan standar yang ada 
3) Kemampuan menggerakkan stafnya dan segala sumber daya yang ada 
serta lebih lanjut memberikan acuan yang dinamis dalam kegiatan rutin 
dan temporer 
c. Sebagai Administrator 
1) Kemampuan mengelola semua perangkat KBM secara sempurna 
dengan bukti data administrasi yang akurat 
2) Kemampuan mengelola administrasi kesiswaan, ketenagaan, keuangan, 
sarana dan prasarana, dan administrasi persuratan dengan baik sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 
d. Sebagai Supervisor 
1) Kemampuan menyusun program supervisi pendidikan di lembaganya 
dan dapat melaksanakan dengan baik 
                                                          
27 Marno, Islam By Management and Leadership: Tinjauan Teoritis dan Empiris 
Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Jakarta: Lintas Pustaka, 2007), hal. 61-65. 
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2) Kemampuan memanfaatkan hasil supervisi untuk peningkatan kinerja 
guru dan karyawan 
3) Kemampuan memanfaatkan kinerja guru dan karyawan untuk 
pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan 
e. Sebagai Pemimpin 
1) Memiliki kepribadian yang kuat sebagai seorang muslim yang taat 
beribadah, memelihara norma agama dengan baik, jujur, percaya diri, 
dapat berkomunikasi dengan baik, dll 
2) Memahami semua personalnya yang memiliki kondisi yang berbeda, 
begitu juga kondisi siswanya berbeda dengan yang lain 
3) Memiliki upaya untuk peningkatan kesejahteraan guru dan 
karyawannya 
4) Mau mendengar kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak 
yang terkait dengan tugasnya baik dari staf, karyawan atau siswanya 
sendiri 
5) Memiliki visi dan misi yang jelas dari lembaga yang dipimpinnya 
6) Kemampuan berkomunikasi dengan baik, mudah dimengerti, teratur, 
sistematis kepada semua pihak 
7) Kemampuan mengambil keputusan bersama secara musyawarah 
8) Kemampuan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, membagi 
tugas secara merata dan dapat diterima oleh semua pihak 
f. Sebagai Inovator 
1) Memiliki gagasan baru untuk inovasi kemajuan dan perkembangan 
sekolah 
2) Kemampuan mengimplementasikan ide yang baru tersebut dengan 
baik, dan ide tersebut berdampak positif ke arah kemajuan 
3) Kemampuan mengatur lingkungan kerja sehingga lebih kondusif. 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa keberhasilan 
sekolah merupakan salah satu usaha yang telah dilakukan oleh kepala 
sekolah, dimana kepala sekolah tersebut menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya dengan baik dan benar sesuai dengan fungsi dan peran kepala 
sekolah sebagaimana yang telah paparkan. 
Berawal dari UUD 1945, peraturan pemerintah, keputusan presiden, 
instruksi presiden, keputusan menteri, sampai kepada peraturan daerah 
provinsi, peraturan daerah kabupaten dan kota, kemudian diterjemahkan dan 
dilaksanakan oleh kepala sekolah, bahwa setiap kebijakan harus selalu 
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berhubungan dengan kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat untuk 
menyentuh langsung keperluan stakeholders pendidikan khususnya anak 
didik. Kemudian untuk mencapai peningkatan mutu sekolah, maka seorang 
kepala sekolah sebagai petugas profesional dituntut untuk memformasikan, 
mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan. Kebijakan sekolah 
merupakan suatu turunan dari kebijakan pemerintah dalam bidang 
pendidikan. Adapun kebijakan pendidikan menurut Beare dan Boyd yang 
telah dikutip oleh Syafaruddin dalam bukunya Efektifitas Kebijakan 
Pendidikan terdapat lima jenis kebijakan pendidikan, dengan uraian sebagai 
berikut:28 
1) Penataan atau penyusunan tujuan dan sasaran lembaga pendidikan 
2) Mengalokasikan sumber daya dan pelayanan pendidikan 
3) Menentukan tujuan pemberian pelayanan pendidikan 
4) Menentukan pelayanan pendidikan yang hendak diberikan 
5) Menentukan tingkat investasi dalam mutu pendidikan untuk 
memajukan pertumbuhan ekonomi. 
 
Berdasarkan hal yang tersebut di atas, peran seorang kepala sekolah 
sangat dibutuhkan dalam suatu lembaga yang dipimpinnya, dengan 
menjalankan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin dalam 
mengimplementasikan kebijakan pendidikan dalam semua aspek. 
 
2. Tahapan-Tahapan Kebijakan Kepala Sekolah 
Kebijakan sebagai proses seperti yang dianut oleh model rasionalis 
merupakan tahapan-tahapan yang di dalamnya terdiri dari rumusan masalah, 
                                                          
28 Syafaruddin, Op.Cit., hal. 117-118. 
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klarifikasi nilai, tujuan, dan sasaran, identifikasi alternatif untuk mencapai 
tujuan, analisis untung rugi terhadap alternatif, memilih serangkaian 
tindakan, mengubah program. Serta sistem kebijakan memiliki tiga elemen, 
yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik. 
Kebijakan publik merujuk pada semua wilayah tindakan pemerintah yang 
membentang dari kebijakan ekonomi hingga kebijakan yang biasanya 
merujuk pada rubrik kebijakan sosial termasuk pendidikan, kesehatan dan 
wilayah kesejahteraan lainnya.29 
Tekanan kebijakan sebagai proses adalah merujuk pada keterlibatan 
politik dalam mengenali suatu permasalahan yang memerlukan respon 
kebijakan melalui tahapan formulasi dan implementasi, termasuk 
perubahan-perubahan yang dilakukan selama perjalanannya.30 Selanjutnya 
dalam suatu kebijakan pendidikan terdapat tiga tahapan kebijakan yakni: 
formulasi, implementasi, dan evaluasi. Kepala sekolah sebagai petugas yang 
profesional dituntut untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan 
mengevaluasi dari kebijakan pendidikan tersebut.31 Adapun penjelasan tiga 
tahapan kebijakan, sebagai berikut: 
a. Formulasi Kebijakan 
Formulasi adalah perumusan atau pembuatan. Jadi dapat 
diketahui bahwa formulasi kebijakan adalah pembuatan atau 
                                                          
29 Nanang Fattah, Analisis Kebijakan Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2013), hal. 135. 
30 Ibid., hal. 137. 
31 Syafaruddin, Op.Cit., hal. 117. 
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perumusan suatu kebijakan dalam pendidikan. Tahap-tahap dalam 
proses pembuatan kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut:32 
1) Penyusunan agenda, yakni disini menempatkan masalah pada 
agenda pendidikan 
2) Formulasi kebijakan, yakni merumuskan alternatif kebijakan untuk 
mengatasi masalah 
3) Adopsi kebijakan, yakni kebijakan alternatif tersebut diadopsi atau 
diambil untuk solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut 
4) Implementasi kebijakan, yakni kebijakan yang telah diambil dan 
dilaksanakan dalam pendidikan 
5) Penilaian kebijakan, dalam tahapan ini yakni tahap penilaian dalam 
pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan dalam kebijakan 
pendidikan. 
 
Sehubungan dengan uraian di atas, maka dalam formulasi 
kebijakan atau pembuatan kebijakan mengandung beberapa isi penting 
yakni dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai dengan apa yang 
direncanakan. Adapun isi kebijakan tersebut mencakup: 
1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan 
2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan 
3) Derajat perubahan yang diinginkan 
4) Kedudukan pembuatan kebijakan 
5) Siapa pelaksana program dan sumber daya yang dikerahkan.33 
b. Implementasi Kebijakan 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang 
dilaksanakan agar sebuah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. 
Implementasi kebijakan juga merupakan serangkaian aktivitas dan 
                                                          
32 Ibid., hal. 81-82. 
33 Ibid., hal. 82. 
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keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan agar pembuatan 
kebijakan terwujud ke dalam praktek atau realisasinya. Terdapat empat 
faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan, yakni: 
komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana kebijakan dan struktur 
birokrasi. Kemudian untuk mengimplementasi kebijakan pendidikan 
ada dua langkah pilihan, yakni: Pertama, secara langsung 
mengimplementasikan dalam bentuk program-program pendidikan. 
Kedua, dapat melalui kebijakan turunan dari kebijakan pendidikan 
nasional tersebut.34 
c. Evaluasi Kebijakan 
Setelah adanya pelaksanaan ataupun pengimplementasian 
kebijakan, kemudian diadakan evaluasi dalam kebijakan pendidikan 
tersebut agar dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan tersebut telah 
tercapai. Menurut Putt dan Springer yang dikutip oleh Syafaruddin 
dalam bukunya Efektifitas Kebijakan Pendidikan, bahwa evaluasi 
merupakan langkah menerima umpan balik yang utama dari proses 
kebijakan.35 
Evaluasi kebijakan akan memberikan informasi yang 
membolehkan stakeholders ataupun kebutuhan masyarakat yang dapat 
mengetahui apa yang terjadi dari maksud kebijakan tersebut. Evaluasi 
kebijakan yang dimaksudkan disini ialah untuk mengidentifikasikan 
                                                          
34 Ibid., hal. 86. 
35 Ibid., hal. 88. 
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tingkat keberhasilan pelaksanaan yang dicapai sesuai dengan sasaran 
serta tujuan dari evaluasi kebijakan yaitu mempelajari pencapaian 
sasaran dari pengalaman terdahulu. 
 
3. Kepala Sekolah yang Efektif dalam Penentuan Kebijakan 
Kebijakan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi empat yakni: 
Pertama, kebijakan yang berkenaan dengan fungsi esensial seperti 
kurikulum, penetapan tujuan, rekruitmen, penerimaan peserta didik. Kedua, 
kebijakan mengenai lembaga individual dan keseluruhan sistem 
kependidikan. Ketiga, kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan, dan 
penarikan tenaga kerja, promosi, pengawasan, dan penggantian keseluruhan 
staf. Keempat, kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya 
non manusia seperti sumber finansial, gedung dan perlengkapan.36 
Sehubungan dengan kebijakan pendidikan, kepala sekolah harus 
mengetahui problem apa yang terdapat di sekolah ataupun lembaga yang 
dipimpinnya agar dapat ditemukan solusi yang efektif dan efisien dalam 
penyelesaian masalah tersebut. 
Sebelum membahas lebih jauh mengenai penentuan kebijakan 
kepala sekolah yang efektif, maka perlu diketahui beberapa pihak yang 
dapat mengambil suatu keputusan dalam kebijakan pendidikan, yakni: 
a. Kebijakan mengenai standar kurikulum menjadi kewenangan menteri 
pendidikan 
                                                          
36 Syaiful Sagala, Op.Cit., hal. 121. 
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b. Kebijakan mengenai alokasi anggaran menjadi tanggung jawab 
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota yang didalamnya 
termasuk legislatif 
c. Kebijakan pembelajaran ada pada sekolah yang dikendalikan oleh 
kepala sekolah. Kebijakan pembelajaran ini seperti: mengelaborasi 
kurikulum menjadi bahan ajar pada setiap mata pelajaran, menyediakan 
kelengkapan pengajaran, menyiapkan ruang kelas yang layak dan 
nyaman dipakai, melakukan supervisi kepada guru dan membina 
pertumbuhan jabatan melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka dalam suatu sekolah diperlukan 
seorang pemimpin yang efektif dalam penentuan kebijakan pendidikan. 
Penentuan kebijakan akan efektif apabila seorang pemimpin mampu 
menumbuhkan dan mengembangkan usaha kerjasama serta memelihara 
iklim yang kondusif dalam kehidupan organisasi serta setiap orang sebagai 
anggota suatu kelompok atau organisasi dapat memberikan sumbangannya 
untuk kesuksesan kelompoknya. 
Menurut Mulyadi, penelitian kepala sekolah efektif di SD telah 
berhasil dilakukan oleh Bossert dan kawan-kawan, sebagaimana dikutip 
oleh Mc. Pherson dkk., yaitu: (1) mengadakan program kuat untuk 
mengetahui masalah belajar di sekolah dan mampu mengalokasikan sumber 
daya secara efektif, (2) memberi pertalian secara logis yaitu tujuan 
pembelajaran terkonsep baik standar tinggi, membuat frekuensi kunjungan 
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kelas yang dapat menimbulkan insentif untuk belajar, dan (3) menjaga 
disiplin murid.37 
Penentuan kebijakan yang efektif berkaitan dengan masalah kepala 
sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan 
secara efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif. Dalam hal ini, 
perilaku kepala sekolah harus dapat mendorong kinerja para guru dengan 
menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan penuh pertimbangan terhadap para 
guru, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Perilaku 
instrumental kepala sekolah merupakan tugas-tugas yang diorientasikan dan 
secara langsung diklarifikasi dalam peranan dan tugas-tugas para guru, 
sebagai individu dan sebagai kelompok. Perilaku kepala sekolah yang 
positif dapat mendorong, mengarahkan, dan memotivasi seluruh warga 
sekolah untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan 
sekolah.38 
Adapun dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi 
pendidikan, para pejabat daerah harus paham tentang pentingnya kebijakan 
kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan tingkat sekolah yang memiliki 
peran penting dalam mewujudkan sekolah efektif, dan pembelajaran yang 
berkualitas. Mulyasa mengemukakan bahwa kepemimpinan ataupun 
pembuatan kebijakan kepala sekolah yang efektif antara lain dapat dianalisis 
berdasarkan kriteria berikut ini:39 
                                                          
37 Mulyadi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Mutu 
(Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 71. 
38 H.E. Mulyasa, Op.Cit., hal. 17. 
39 Ibid., hal. 18-19. 
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1. Mampu memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan serta 
seluruh warga sekolah lainnya untuk mewujudkan proses pembelajaran 
yang berkualitas, lancar, dan produktif. 
2. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan secara tepat waktu dan tepat 
sasaran. 
3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat 
sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka 
mewujudkan visi dan misi sekolah serta tujuan pendidikan. 
4. Mampu menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat 
kedewasaan pendidik dan tenaga kependidikan lain di sekolah. 
5. Dapat bekerja secara kolaboratif dengan tim manajemen sekolah. 
6. Dapat mewujudkan tujuan sekolah secara efektif, efisien, produktif, dan 
akuntabel sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif selalu dikaitkan dengan 
kedudukan sebagai pengelola pembelajaran, pemimpin inspirasional, 
pengelola sumber daya, pakar organisasi, pemimpin kultural dan 
penasehat/pelindung guru.40 Kriteria kepala sekolah yang efektif ialah 
mampu menciptakan atmosfir kondusif bagi murid-murid untuk belajar, 
para guru untuk terlibat dan berkembang secara personal maupun 
profesional serta seluruh masyarakat memberikan dukungan dan harapan 
yang tinggi. Begitu juga dengan penentuan kebijakan kepala sekolah yang 
efektif mampu merumuskan program dan melaksanakan kegiatan dengan 
mengutamakan partisipasi seluruh anggotanya. Seorang kepala sekolah 
harus mampu memotivasi, mendorong, menggalang, mengarahkan, 
membimbing, mensupervisi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan 
sehingga dapat melaksanakan kebijakan dengan benar. Seorang kepala 
sekolah sebagai pemimpin juga harus arif atau bijaksana dalam mengambil 
kebijakan dan keputusan dalam tugas-tugas administratif serta dapat 
                                                          
40 Mulyadi, Op.Cit., hal. 69. 
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bertanggung jawab apabila tujuan belum tercapai. Maka dalam mewujudkan 
sekolah yang bermutu membutuhkan penentuan kebijakan kepala sekolah 
yang efektif.  
 
B. Kompetensi Guru PAI 
1. Kompetensi Guru 
a. Pengertian Kompetensi Guru 
Kompetensi berasal dari bahasa Inggris “competence” yang berarti 
kecakapan dan kemampuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan 
(memutuskan) sesuatu. Kalau kompetensi berarti kemampuan atau 
kecakapan, maka hal ini erat kaitannya dengan pemilikan pengetahuan, 
kecakapan atau keterampilan guru. Kompetensi juga merupakan 
perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang 
direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi juga 
dapat diartikan sebagai kemampuan, dalam hal ini guru juga harus 
memiliki kemampuan tersendiri, guna mencapai harapan yang dicita-
citakan dalam melaksanakan pendidikan pada umumnya dan proses 
belajar mengajar pada khususnya. Agar guru memiliki kemampuan, ia 
perlu membina diri secara baik karena fungsi guru itu sendiri adalah 
membina dan mengembangkan kemampuan siswa secara profesional 
dalam proses belajar mengajar.41 
                                                          
41 Akmal Hawi, Op.Cit., hal. 1 
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Kompetensi pada dasarnya merupakan deskripsi tentang apa yang 
dapat dilakukan seseorang dalam bekerja, serta apa wujud dari pekerjaan 
tersebut yang dapat terlihat. Untuk dapat melakukan suatu pekerjaan, 
sesorang harus memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap, 
dan keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaannya.42 
Depdiknas merumuskan definisi kompetensi adalah sebagai 
pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam 
kebiasaan berfikir dan bertindak. Menurut Johnson (1974), kompetensi 
adalah merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang 
dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sedangkan 
pengertian kompetensi menurut UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru 
dan dosen pasal 1 ayat 10 disebutkan “Kompetensi adalah seperangkat 
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan 
dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalan”.43 
Berdasarkan penjelasan tentang kompetensi di atas, maka terdapat 
tiga aspek yang terkandung didalamnya, yakni: pertama, kemampuan, 
pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi, dan harapan 
yang menjadi ciri dan karakteristik seseorang dalam menjalankan tugas. 
Aspek ini menunjukkan pada kompetensi sebagai gambaran substansi 
                                                          
42 Suyanto, Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan 
Kualitas Guru di Era Global (Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2013), hal. 39. 
43 Syaiful Sagala, Op.Cit., hal. 23 
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materi ideal yang seharusnya dikuasai oleh guru dalam menjalankan 
pekerjaannya.  
Kedua, ciri dan karakteristik kompetensi yang digambarkan dalam 
aspek pertama itu tercermin dalam tindakan, tingkah laku dan unjuk 
kerjanya. Aspek yang kedua ini merujuk pada kompetensi sebagai 
gambaran unjuk kerja nyata yang tampak dalam kualitas pola pikir, sikap 
dan tindakan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya secara piawai. 
Seorang guru dikatakan berkompeten di bidangnya apabila mampu 
menguasai aspek material kompetensi yang dipersyaratkan dan 
melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar kualitas yang 
dipersyaratkan. 
Ketiga, yaitu hasil unjuk kerja seorang guru dapat memenuhi kriteria 
standar kualitas tertentu. Aspek ini merujuk pada kompetensi sebagai hasil 
(output atau outcome) dari unjuk kerja. Kompetensi seseorang mencirikan 
tindakan atau perilaku serta mahir dalam menjalankan tugas untuk 
menghailkan tindakan kerja yang efektif dan efisien. Hasilnya adalah 
produk dari kompetensi seseorang dalam menjalankan tugas dalam 
pekerjaannya, sehingga pihak lain dapat menilai seseorang tersebut 
berkompeten atau tidak dalam menjalankan tugas dan pekerjannnya. 
Setelah mengetahui pengertian dari kompetensi, maka kita juga 
harus mengetahui pengertian dari guru itu sendiri. Guru dapat diartikan 
sebagai seorang pendidik. Guru merupakan pendidik profesional dengan 
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 
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menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. 
Dimensi pendidik merupakan faktor penting dalam kegiatan pendidikan. 
Kegiatan pendidikan  pada dasarnya selalu terkait dengan pendidik dan 
peserta didik. Dalam proses belajar mengajar seorang pendidik memiliki 
peran penting dalam menentukan kualitas pembelajaran. Karena seorang 
pendidik yang berkualitas akan menghasilkan peserta didik yang 
berkualitas pula. Sehubungan dengan pengertian pendidik, Wiji Suwarno 
mengemukakan bahwa pengertian pendidik adalah orang yang dengan 
sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan 
yang tinggi. Dengan kata lain, pendidik adalah orang yang lebih dewasa 
yang mampu membawa peserta didik kearah kedewasaan.44 
Undang-Undang tentang Guru dan Dosen (pasal 1 ayat 1) 
menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.45  
Sedangkan secara akademis, pendidik adalah tenaga kependidikan, 
yakni anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 
menunjang penyelenggaraan pendidikan yang berkualifikasi sebagai 
pendidik, dosen, konselor, pamong belajar, dan sebutan lainnya yang 
                                                          
44 Wiji Suwarno, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006), hal. 37. 
45  Zainal Aqib, Elham Rohmanto, Op.Cit., hal. 14. 
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sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 
menyelenggarakan pendidikan. 
Pendidik atau guru merupakan figur manusia yang dapat digugu dan 
ditiru, dalam arti orang yang memiliki kharisma atau wibawa sehingga 
perlu untuk ditiru dan diteladani. Guru merupakan faktor utama dalam 
pendidikan, karena guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 
pertumbuhan pribadi peserta didik dan tulang punggung dalam 
meningkatkan mutu pendidikan peserta didik. 
Mengacu pada penjelasan mengenai kompetensi dan guru di atas, 
maka dapat diketahui bahwa kompetensi berarti perilaku yang rasional 
untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang 
diharapkan, ataupun kemampuan untuk mengetahui keterampilan, 
pengetahuan dan serangkaian perilaku yang harus dimiliki oleh seseorang 
dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan 
pekerjaannya, sedangkan guru adalah seorang pendidik yang memiliki 
tugas utama mendidik. Oleh karena itu, kompetensi merupakan suatu 
kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru agar tugasnya 
sebagai seorang pendidik dapat terlaksana dengan baik serta kompetensi 
guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang harus dilakukan 
seorang guru dalam melaksanakan pekerjannya, baik berupa kegiatan, 





b. Tugas dan Tanggung Jawab Guru 
Setiap guru harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang 
bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. Guru sebagai pendidik 
bertanggung jawab untuk mewariskan nilai dan norma kepada generasi 
berikutnya sehingga terjadi proses konservasi nilai, karena melalui proses 
pendidikan diusahakan terciptanya nilai-nilai baru. Menurut Ali Mudlofir 
dalam bukunya yang berjudul Pendidik Profesional menyatakan bahwa 
paling sedikit ada enam tugas dan tanggung jawab guru dalam 
mengembangkan profesinya, yakni: 
1) Guru bertugas sebagai pengajar 
2) Guru bertugas sebagai pembimbing 
3) Guru bertugas sebagai administrator kelas 
4) Guru bertugas sebagai pengembang kurikulum 
5) Guru bertugas untuk mengembangkan profesi 
6) Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat.46 
 
Menurut Mulyasa, tanggung jawab guru dapat dijabarkan ke dalam 
sejumlah kompetensi yang lebih khusus, sebagai berikut:47 
1) Tanggung jawab moral; bahwa setiap guru harus mampu menghayati 
perilaku dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila dan 
mengamalkannya dalam pergaulan hidup sehari-hari. 
2) Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah; bahwa setiap 
guru harus menguasai cara belajar mengajar yang efektif, mampu 
mengembangkan kurikulum (KTSP), silabus, dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP), melaksanakan pembelajaran yang 
efektif, menjadi model bagi peserta didik, memberikan nasehat, 
melaksanakan evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta 
didik. 
3) Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan; bahwa setiap guru 
harus turut serta mensukseskan pembangunan, yang harus kompeten 
dalam membimbing, mengabdi, dan melayani masyarakat. 
                                                          
46 Ali Mudlofir, Pendidik Profesional: Konsep, Strategi dan Aplikasinya dalam 
Peningkatan Mutu Pendidik di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 62. 
47 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Cet. VI (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2012), hal. 18. 
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4) Tanggung jawab dalam bidang keilmuan; bahwa setiap guru harus 
turut serta memajukan ilmu, terutama yang menjadi spesifikasinya, 
dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan. 
 
Ada tiga tugas guru sebagai profesi, yakni mendidik, mengajar, dan 
melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai 
hidup; mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan; melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan 
untuk kehidupan siswa. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab di atas, seorang guru dituntut memiliki beberapa kemampuan dan 
kompetensi tertentu sebagai bagian dari profesionalisme guru.48 
Sebagai seorang pengajar, guru harus mempunyai kewenangan 
mengajar berdasarkan kualifikasinya sebagai tenaga pengajar. Sebagai 
tenaga pengajar, setiap guru harus memiliki kemampuan profesional dalam 
bidang pembelajaran. Dengan kemampuan tersebut, guru dapat 
melaksanakan perannya sebagai berikut:49 
1) Fasilitator, yang menyediakan kemudahan-kemudahan bagi siswa 
dalam proses belajar-mengajar. 
2) Pembimbing, yang membantu siswa mengatasi kesulitan pada proses 
belajar-mengajar. 
3) Penyedia lingkungan, yang berupaya menciptakan lingkungan belajar 
yang menantang bagi siswa agar mereka melakukan kegiatan belajar 
dengan bersemangat. 
4) Model, yang mampu memberikan contoh yang baik kepada siswa agar 
berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di dunia pendidikan. 
5) Motivator, yang turut menyebarluaskan usaha-usaha pembaruan 
kepada masyarakat, khususnya kepada subjek didik, yaitu siswa. 
6) Agen perkembangan kognitif, yang menyebarluaskan ilmu dan 
teknologi kepada siswa dan masyarakat. 
7) Manajer, yang memimpin kelompok siswa dalam kelas sehingga 
keberhasilan proses belajar mengajar tercapai. 
                                                          
48 Suyanto, Asep Jihad, Op.Cit., hal. 1-2. 
49 Ibid., hal. 1-2. 
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c. Macam-Macam Kompetensi Guru 
Seorang guru harus mempunyai kualifikasi minimum dan sertifikasi 
sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, 
serta memiliki kemampuan atau kompetensi untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah 
telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum 
dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan. Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 pasal 
10 ayat 1 yang menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi: kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 
profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dengan penjelasan 
sebagai berikut: 
1) Kompetensi Pedagogik 
Sebelum UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 19 Tahun 2005 
diterbitkan, ada sepuluh kompetensi dasar guru yang telah 
dikembangkan melalui kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga 
Kependidikan (LPTK). Adapun sepuluh kemampuan dasar guru 
tersebut meliputi:50 
a) Kemampuan menguasai bahan pelajaran yang disajikan 
b) Kemampuan mengelola program belajar mengajar 
c) Kemampuan mengelola kelas 
d) Kemampuan menggunakan media/sumber belajar 
e) Kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan 
f) Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar 
g) Kemampuan menilai prestasi peserta didik untuk kependidikan 
pengajaran 
                                                          
50 Syaiful Sagala, Op.Cit., hal. 31. 
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h) Kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan 
dan penyuluhan 
i) Kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi 
sekolah 
j) Kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-
hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. 
 
Pengembangan dan peningkatan kualitas kompetensi guru selama 
ini diserahkan pada guru itu sendiri. Jika guru itu mau 
mengembangkan dirinya sendiri, maka guru tersebut akan 
berkualitas, karena senantiasa mencari peluang untuk meningkatkan 
kualitasnya sendiri. Idealnya pemerintah, asosiasi pendidikan dan 
guru, serta satuan pendidikan memfasilitasi guru untuk 
mengembangkan kemampuan yang bersifat kognitif berupa 
pengertian dan pengetahuan, afektif yakni berupa sikap dan nilai, 
maupun performansi berupa perbuatan-perbuatan yang 
mencerminkan pemahaman keterampilan dan sikap. Dukungan yang 
demikian sangat penting karena dengan cara tersebut akan 
meningkatkan kemampuan pedagogik bagi guru. 
Penjelasan Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 28 ayat 3 
butir a, mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah 
kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 
pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan 
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta 
didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.51 
                                                          
51 E. Mulyasa, Op.Cit., hal. 75. 
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Sedangkan Slamet PH (2006) mengatakan bahwa kompetensi 
pedagogik terdiri dari subkompetensi sebagai berikut: 
a) Berkontribusi dalam pengembangan KTSP terkait dengan 
matapelajaran yang diajarkan 
b) Mengembangkan silabus matapelajaran berdasarkan standar 
kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) 
c) Merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
berdasarkan silabus yang telah dikembangkan 
d) Merancang manajemen pembelajaran dan manajemen kelas 
e) Melaksanakan pembelajaran yang pro-perubahan (aktif, kreatif, 
inovatif, eksperimentatif, efektif dan menyenangkan) 
f) Menilai hasil belajar peserta didik secara otentik 
g) Membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya 
pelajaran, kepribadian, minat, bakat, dan karir 
h) Mengembangkan profesionalisme sebagai guru.52 
 
Menurut UU Sisdiknas Tahun 2003, kompetensi pedagogik 
adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta 
didik, yaitu: 
1. Kemampuan dalam memahami peserta didik 
2. Kemampuan dalam membuat perancangan pembelajaran 
3. Kemampuan melaksanakan pembelajaran 
4. Kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar 
5. Kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 
Berdasarkan setiap komponen diatas, ada beberapa indikator 
sebagai berikut: 
1. Kemampuan dalam memahami peserta didik, yakni: 
a. Memahami karakteristik perkembangan peserta didik 
b. Memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian 
peserta didik 
c. Mampu mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik 
2. Kemampuan dalam membuat perancangan pembelajaran, yakni: 
a. Mampu merencanakan pengorganisasian bahan 
pembelajaran 
b. Mampu merencanakan pengelolaan pembelajaran 
c. Mampu merencanakan pengelolaan kelas 
d. Mampu merencanakan penggunaan media dan sarana yang 
bisa digunakan untuk mempermudah pencapaian kompetensi 
                                                          
52 Ibid., hal. 76. 
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e. Mampu merencanakan model penilaian proses pembelajaran 
3. Kemampuan melaksanakan pembelajaran, yakni: 
a. Mampu menerapkan keterampilan dasar mengajar 
b. Mampu menerapkan berbagai jenis model pendekatan, 
strategi/metode pembelajaran 
c. Mampu menguasai kelas 
d. Mampu mengukur tingkat ketercapaian kompetensi peserta 
didik selama proses pembelajaran berlangsung 
4. Kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar, yakni: 
a. Mampu merancang dan melaksanakan assesmen, seperti 
memahami prinsip-prinsip assesmen, mampu menyusun 
macam-macam instrument evaluasi pembelajaran 
b. Mampu menganalisis hasil assesmen 
c. Mampu memanfaatkan hasil assesmen untuk perbaikan 
kualitas pembelajaran selanjutnya 
5. Kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, yakni: 
a. Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi 
akademik 
b. Mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan 
potensi nonakademik yang sesuai dengan kemampuannya.53 
 
Lebih lanjut, dalam RPP tentang guru dikemukakan bahwa 
kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya 
meliputi hal-hal sebagai berikut:54 
a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 
b) Pemahaman terhadap peserta didik 
c) Pengembangan kurikulum/silabus 
d) Perancangan pembelajaran 
e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 
f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran 
g) Evaluasi hasil belajar 
h) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 
berbagai potensi yang dimilikinya. 
 
                                                          
53 A. Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam (Malang: UIN Malang Press, 2008), 
hal. 82-83. 
54 E. Mulyasa, Op.Cit., hal. 75. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa 
kompetensi pedagogik yang harus dikuasasi guru meliputi 
pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan 
pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 
potensi yang dimilikinya. 
2) Kompetensi Kepribadian 
Kepribadian yang harus ada pada diri guru adalah kepribadian 
yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia dan berwibawa. 
Untuk menjadi guru, seseorang harus memiliki kepribadian yang kuat, 
terpuji dan dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya. Karena guru 
merupakan faktor utama dan berpengaruh terhadap proses belajar 
siswa. Dalam pandangan siswa, guru memiliki otoritas, bukan saja 
otoritas dalam bidang akademis, melainkan juga dalam bidang 
nonakademis. Oleh karena itu, pengaruh guru terhadap para siswanya 
sangat besar dan sangat menentukan. 
Kepribadian guru mempunyai pengaruh langsung dan 
kumulatif terhadap hidup dan kebiasaan belajar siswa. Dalam 
sejumlah percobaan dan hasil-hasil observasi menguatkan kenyataan 
bahwa banyak sekali yang dipelajari oleh siswa dari gurunya. Siswa 
akan menyerap sikap, merefleksikan perasaan, menyerap keyakinan, 
meniru tingkah laku, dan mengutip pernyataan gurunya. Maka 
pengalaman menunjukkan bahwa motivasi, disiplin, tingkah laku 
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sosial, prestasi, dan hasrat belajar yang terus menerus ada pada diri 
siswa bersumber dari kepribadian guru.55 
Setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku yang positif akan 
meningkatkan citra diri dan kepribadian seseorang, selama hal itu 
dilakukan dengan penuh kesadaran. Zakiah Daradjat mengemukakan 
bahwa kepribadian disebut sebagai sesuatu yang abstrak, sukar dilihat 
secara nyata, akan tetapi hanya dapat diketahui lewat penampilan, 
tindakan dan ucapan ketika menghadapi suatu persoalan.56  
Kepribadian mencakup semua unsur, baik fisik maupun psikis, 
sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan tingkah laku 
seseorang merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Apabila 
kepribadian seseorang tersebut baik, maka seseorang tersebut dapat 
dikatakan berwibawa. Kewibawaan itu harus dimiliki oleh setiap guru 
agar dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya. Sikap seorang guru 
dalam mendidik dan membimbing peserta didiknya sangat 
dipengaruhi oleh kepribadian guru itu sendiri. 
Guru sebagai teladan bagi murid-muridnya harus memiliki 
sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan dalam 
kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, seorang guru harus selalu 
berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat 
meningkatkan citra baik dan kewibawaannya, terutama di depan 
                                                          
55 Suyanto, Asep Jihad, Op.Cit., hal. 16. 
56 Syaiful Sagala, Op.Cit., hal. 33. 
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peserta didiknya. Kompetensi kepribadian terkait dengan penampilan 
seorang guru sebagai individu yang mempunyai kedisiplinan, 
berpenampilan baik, bertanggungjawab, memiliki komitmen, dan 
menjadi teladan. 
Setiap jabatan profesi pasti memiliki kode etiknya masing-
masing, karena kode etik merupakan landasan moral, pedoman sikap, 
tingkah laku dan perbuatan khususnya bagi tenaga profesi dalam 
melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Adapun 
istilah kode etik terdiri dari dua kata, yakni kode dan etik, berasal dari 
bahasa Yunani “ethos” yang berarti watak, adab/cara hidup. Dapat 
diartikan bahwa etik adalah cara berbuat yang menjadi adat, karena 
merupakan persetujuan dari kelompok manusia. Etik biasanya dipakai 
untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang disebut “kode”, sehingga 
disebut sebagai kode etik. Etika artinya tata susila/hal-hal yang 
berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. 
Kode etik guru diartikan sebagai “aturan tata susila keguruan”. 
Menurut Westby Gibson, kode etik guru dikatakan sebagai suatu 
statemen formal yang merupakan norma (aturan tata susila) dalam 
mengatur tingkah laku guru.57 
Menurut Mulyasa dalam bukunya yang berjudul “Standar 
Kompetensi dan Sertifikasi Guru” menyatakan bahwa kode etik suatu 
                                                          
57 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2000), hal. 49. 
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profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan 
diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan 
pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Norma-norma tersebut 
berisi petunjuk bagi mereka dalam melaksanakan profesinya, dan 
larangan terkait yang tidak boleh dilaksanakan, tidak hanya dalam 
menjalankan tugas profesi, tetapi dalam pergaulan hidup sehari-hari 
di dalam masyarakat.58 
Guru sebagai tenaga profesional perlu memiliki kode etik guru 
dan menjadikannya sebagai pedoman yang mengatur pekerjaan guru 
selama dalam pengabdian. Kode etik guru ini merupakan ketentuan 
yang mengikat semua sikap dan perbuatan guru. Apabila guru telah 
melakukan perbuatan asusila ataupun amoral berarti guru telah 
melanggar kode etik, karena kode etik guru ini sebagai salah satu ciri 
yang harus ada pada profesi guru tersebut. 
Kode etik guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan 
nilai dan norma profesi guru yang tersusun dengan baik, sistematik 
dalam suatu sistem utuh yang berfungsi sebagai landasan moral dan 
pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan 
tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar 
sekolah serta dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat.59 
Dengan demikian, kode etik guru Indonesia merupakan alat yang amat 
                                                          
58 E. Mulyasa, Op.Cit., hal. 43. 
59 Ibid., hal. 45. 
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penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi 
keguruan.60 
Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada UUD 
1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Adapun rumusan 
kode etik guru Indonesia setelah disempurnakan dalam kongres PGRI 
XVI tahun 1989 di Jakarta, sebagai berikut:61 
a) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk
manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila
b) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional
c) Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik
sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan
d) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang
menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar
e) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan
masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa
tanggungjawab bersama terhadap pendidikan
f) Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan
meningkatkan mutu dan martabat profesinya
g) Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan,
dan kesetiakawanan sosial
h) Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu
organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian
i) Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang
pendidikan.
Penjelasan Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 28 ayat 
3 butir b, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi 
kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, 
dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan 
berakhlak mulia. Sedangkan dari aspek psikologi kompetensi 
60 Ibid., hal. 46. 
61 Ibid., hal. 47. 
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kepribadian seorang guru menunjukkan kepada kemampuan personal 
yang mencerminkan kepribadian, yaitu:62 
a) Kepribadian yang mantap dan stabil, yakni: bertindak sesuai 
dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, 
bangga sebagai guru yang profesional, dan memiliki konsistensi 
dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam 
kehidupan 
b) Kepribadian yang dewasa, yakni: menampilkan kemandirian 
dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja yang 
tinggi 
c) Kepribadian yang arif, yakni: menampilkan tindakan yang 
didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan 
masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan 
bertindak 
d) Kepribadian yang berwibawa, yakni: memiliki perilaku yang 
berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku 
yang disegani 
e) Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan, yakni: 
bertindak sesuai dengan norma agama, iman dan takwa, jujur, 
ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang pantas 
diteladani oleh peserta didik. 
 
Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Karena 
kompetensi kepribadian memiliki peran dan fungsi yang sangat 
penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan 
mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta 
mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada 
umumnya. 
Sehubungan dengan penjelasan kompetensi kepribadian di atas, 
setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian yang 
memadai, karena kompetensi kepribadian akan melandasi atau 
                                                          
62 Suyanto, Asep Jihad, Op.Cit., hal. 42 
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menjadi landasan bagi kompetensi-kompetensi lainnya. Dengan 
demikian, guru tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai 
pembelajaran, yang paling penting adalah bagaimana dia menjadikan 
pembelajaran sebagai ajang pembentukkan kompetensi dan perbaikan 
kualitas pribadi peserta didik. 
3) Kompetensi Sosial 
Guru adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupannya 
berinteraksi dengan orang lain dan tidak bisa terlepas dari kehidupan 
sosial masyarakat dan lingkungannya. Sebagai makhluk sosial, guru 
harus berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungannya. Kemampuan sosial guru tampak 
ketika bergaul dan melakukan interaksi sebagai profesi maupun 
sebagai masyarakat, dan kemampuan mengimplementasikannya 
dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, guru dituntut untuk 
memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam kaitannya 
dengan pendidikan, yang tidak terbatas pada pembelajaran di sekolah 
tetapi juga pada pendidikan yang terjadi dan berlangsung di 
masyarakat. 
Penjelasan Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 28 ayat 
3 butir d, dan dalam UU pasal 10 ayat 1 mengemukakan bahwa yang 
dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai 
bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara 
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efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali 
peserta didik, masyarakat sekitar.63 
Kemampuan sosial mencakup perangkat perilaku yang 
menyangkut kemampuan interaktif dan keterampilan memecahkan 
masalah kehidupan. Fatah Yasin menyatakan bahwa dalam 
kompetensi sosial ini mempunyai beberapa indikator, antara lain:64 
a) Selalu berkonsultasi dan bekerjasama dengan kepala sekolah 
b) Selalu berkonsultasi dan bekerjasama dengan sesama guru dalam 
bidang yang sama di sekolahnya dan sekolah lain 
c) Selalu berkonsultasi dan bekerjasama dengan sesama guru dalam 
bidang studi yang berbeda di sekolahnya dan sekolah lain 
d) Selalu berkonsultasi dan bekerjasama dengan sesama karyawan 
di sekolahnya 
e) Selalu berkomunikasi dan bekerjasama dengan peserta didik 
dalam pelaksanaan pembelajaran 
f) Menjalin hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik 
g) Menjalin hubungan kerjasama dengan tokoh-tokoh agama di 
masyarakat sekitar lingkungan sekolah 
h) Menjalin hubungan kerjasama dengan para pejabat di lingkungan 
sekitar sekolah 
i) Menjalin hubungan kerjasama dengan para tokoh masyarakat. 
 
Indikator kemampuan sosial guru adalah mampu berkomunikasi 
dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga 
kependidikan, orang tua dan wali murid, masyarakat dan lingkungan 
sekitar, serta mampu mengembangkan jaringan. Menurut Mulyasa, 
hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam RPP tentang guru, bahwa 
kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari 
masyarakat, yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk:65 
a) Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat 
                                                          
63 E. Mulyasa, Op.Cit., hal. 173. 
64 A. Fatah Yasin, Op.Cit., hal. 79. 
65 E. Mulyasa, Op.Cit., hal. 173. 
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b) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara 
fungsional 
c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 
tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik 
d) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. 
 
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa kompetensi 
sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru untuk 
berkomunikasi dan bergaul secara efektif, dengan harapan bahwa guru 
akan mampu memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial di 
masyarakat dan lingkungannya. 
4) Kompetensi Profesional 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 
pasal 7 ayat 1 tentang Guru dan Dosen, mengemukakan bahwa profesi 
guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan 
berdasarkan prinsip-prinsip profesional sebagai berikut: 
a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme 
b) Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan 
sesuai dengan bidang tugasnya 
c) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang 
tugasnya 
d) Mematuhi kode etik profesi 
e) Memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas 
f) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi 
kerjanya 
g) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara 
berkelanjutan 
h) Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 
profesionalnya 
i) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan 
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan 
guru dan berbadan hukum.66 
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Guru merupakan salah satu faktor penting dalam 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu dalam 
meningkatkan mutu pendidikan, maka juga termasuk meningkatkan 
mutu seorang guru dari segi kesejahteraan dan keprofesionalan guru 
tersebut agar mampu melaksanakan pendidikan, pengajaran dan 
pelatihan yang efektif dan efisien. Seorang guru yang profesional 
diyakini mampu memotivasi peserta didiknya dalam rangka 
mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya 
demi pencapaian standar pendidikan yang telah ditetapkan. 
Menurut Djojonegoro, profesionalisme dalam suatu pekerjaan 
dapat ditentukan oleh tiga faktor penting, yakni: 
a) Memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program 
pendidikan keahlian/spesialisasi 
b) Memiliki kemampuan memperbaiki keterampilan dan keahlian 
khusus 
c) Memperoleh penghasilan yang memadai sebagai imbalan 
terhadap keahlian tersebut.67 
 
Suyanto dan Asep Jihad mengemukakan bahwa guru 
profesional mengacu pada guru yang telah mendapat pengakuan 
secara formal berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dalam kaitan 
dengan jabatan maupun latar belakang pendidikan formalnya. 
Pengakuan ini dinyatakan dalam bentuk surat keputusan, ijazah, akta, 
sertifikat, dan sebagainya baik yang menyangkut kompetensi maupun 
kualifikasi. Guru profesional juga dapat mengacu kepada pengakuan 
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terhadap kompetensi penampilan unjuk kerja seorang guru dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pengajar. Dengan demikian, 
sebutan profesional didasarkan pada pengakuan formal terhadap 
kualifikasi dan kompetensi penampilan unjuk kerja suatu jabatan atau 
pekerjaan tertentu.68 
Penjelasan Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 28 ayat 
3 butir c, dan dalam UU pasal 10 ayat 1 mengemukakan bahwa yang 
dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan 
penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 
memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar 
kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Dari 
berbagai sumber yang membahas tentang kompetensi guru, secara 
umum dapat diidentifikasi tentang ruang lingkup kompetensi 
profesional guru sebagai berikut:69 
a) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik 
filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya 
b) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf 
perkembangan peserta didik 
c) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang 
menjadi tanggung jawabnya 
d) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang 
bervariasi 
e) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media 
dan sumber belajar yang relevan 
f) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program 
pembelajaran 
g) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik 
h) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik. 
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Kemampuan profesional seorang guru pada hakikatnya adalah 
muara dari keterampilan dasar dan pemahaman yang mendalam 
tentang anak sebagai peserta didik, objek belajar, dan situasi kondusif 
berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Berdasarkan pengertian 
tersebut, pekerjaan seorang guru dalam arti yang seharusnya adalah 
pekerjaan profesional, yakni pekerjaan yang hanya dapat dilakukan 
oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk pekerjaan tersebut. 
Adapun secara lebih khusus, kompetensi profesional guru beserta 
indikatornya dapat dijabarkan sebagai berikut:70 
a. Memahami Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi: 
1) Standar isi 
2) Standar proses 
3) Standar kompetensi lulusan 
4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan 
5) Standar sarana dan prasarana 
6) Standar pengelolaan 
7) Standar pembiayaan 
8) Standar penilaian pendidikan 
b. Mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 
yang meliputi: 
1) Memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar 
(SKKD) 
2) Mengembangkan Silabus 
3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
4) Melaksanakan pembelajaran dan pembentukan kompetensi 
peserta didik 
5) Menilai hasil belajar 
6) Menilai dan memperbaiki KTSP sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemajuan 
zaman 
c. Menguasai materi standar, yang meliputi: 
1) Menguasai bahan pembelajaran (bidang studi) 
2) Menguasai bahan pendalaman (pengayaan) 
d. Mengelola program pembelajaran, yang meliputi: 
1) Merumuskan tujuan 
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2) Menjabarkan kompetensi dasar 
3) Memilih dan menggunakan metode pembelajaran 
4) Memilih dan menyusun prosedur pembelajaran 
5) Melaksanakan pembelajaran 
e. Mengelola kelas, yang meliputi: 
1) Mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran 
2) Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif 
f. Menggunakan media dan sumber pembelajaran, yang meliputi: 
1) Memilih dan menggunakan media pembelajaran 
2) Membuat alat-alat pembelajaran 
3) Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka 
pembelajaran 
4) Mengembangkan laboratorium 
5) Menggunakan perpustakaan dalam pembelajaran 
6) Menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar 
g. Menguasai landasan-landasan kependidikan, yang meliputi: 
1) Landasan filosofis 
2) Landasan psikologis 
3) Landasan sosiologis 
h. Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik, yang 
meliputi: 
1) Memahami fungsi pengembangan peserta didik 
2) Menyelenggarakan ekstra kurikuler (ekskul) dalam rangka 
pengembangan peserta didik 
3) Menyelenggarakan bimbingan dan konseling dalam rangka 
pengembangan peserta didik 
i. Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah, yang 
meliputi: 
1) Memahami penyelenggaraan administrasi sekolah 
2) Menyelenggarakan administrasi sekolah 
j. Memahami penelitian dalam pembelajaran, yang meliputi: 
1) Mengembangkan rancangan penelitian 
2) Melaksanakan penelitian 
3) Menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran 
k. Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam 
pembelajaran, yang meliputi: 
1) Memberikan contoh perilaku keteladanan 
2) Mengembangkan sikap disiplin dalam pembelajaran 
l. Mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan, yang 
meliputi: 
1) Mengembangkan teori-teori kependidikan yang relevan 
dengan kebutuhan peserta didik 
2) Mengembangkan konsep-konsep dasar kependidikan yang 
relevan dengan kebutuhan peserta didik 
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m. Memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual, 
yang meliputi: 
1) Memahami strategi pembelajaran individual 
2) Melaksanakan pembelajaran individual. 
 
Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa kompetensi 
profesional adalah kompetensi yang harus dikuasai guru dalam 
kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya mengajar, karena 
kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran 
secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru mencakup 
penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi 
keilmuan yang menaungi materi, serta penguasaan terhadap struktur 
dan metodologi keilmuan. 
 
2. Konsep Dasar PAI 
a. Pengertian PAI 
Kata pendidikan dalam bahasa arabnya adalah “tarbiyah” yang 
berasal dari kata dasar “Rabba-Yurabbi-Tarbiyyatan” yang berarti tumbuh 
dan berkembang. Istilah pendidikan secara sederhana dapat diartikan 
sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan 
nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat dan bangsa. Dengan 
demikian, makna pendidikan Islam dapat di artikan sebagai usaha manusia 
membina kepribadiannya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.71 
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GBPP SMU (1995) menyatakan bahwa Pendidikan Agama Islam 
(PAI) adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, 
memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan 
bimbingan, pengarahan atau latihan dengan memerhatikan tuntutan untuk 
menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan  antar umat 
beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional.72 
Dalam Islam, pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan 
seluruh potensi peserta didik seoptimal mungkin, baik yang menyangkut 
aspek jasmani-rohani, akal-akhlak maupun intelektual-spiritual. Dengan 
optimalisasi seluruh potensi tersebut, pendidikan Islam berupaya 
mengantarkan peserta didik kearah kedewasaan pribadi sebagai manusia 
yang beriman dan berilmu pengetahuan. Semua itu saling berhubungan 
satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan 
terciptanya ke maslahatan bagi seluruh umat manusia juga alam semesta.73 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2/1989 Pasal 39 
ayat 2 menegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang 
pendidikan wajib memuat: (a) pendidikan Pancasila, (b) pendidikan 
agama, dan (c) pendidikan kewarganegaraan. Dari isyarat pasal tersebut 
dapat dipahami bahwa bidang studi pendidikan agama, baik agama Islam 
maupun agama lainnya merupakan komponen dasar/wajib dalam 
kurikulum pendidikan nasional. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 
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ditentukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran PAI, 
yaitu: 
1) PAI sebagai usaha sadar yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran 
dan latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan 
yang hendak dicapai. 
2) Peserta yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan. 
3) Guru PAI yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran dan 
latihan secara sendiri terhadap peserta didiknya untuk mencapai 
tujuan PAI. 
4) Kegiatan pembelajaran PAI diarahkan untuk meningkatkan 
keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama 
Islam dari peserta didik, di samping untuk membentuk kesalehan atau 
kualitas pribadi juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial.74 
 
Berdasarkan dari berbagai sumber yang ada, dapat disimpulkan bahwa 
pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan secara terus 
menerus dan terencana dari pendidik kepada peserda didik untuk 
mengembangkan seluruh potensi diri peserta didik serta menyiapkan peserta 
didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran 
agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, serta latihan untuk 
mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama. 
b. Tujuan PAI 
Tujuan pendidikan agama Islam bukanlah semata-mata untuk 
memenuhi kebutuhan intelektual saja, melainkan segi penghayatan juga 
pengamalan serta pengaplikasiannya dalam kehidupan dan sekaligus 
menjadi pegangan hidup. Tujuan dari pendidikan Islam sebenarnya juga 
tidak terlepas dengan tujuan hidup manusia, sebab pendidikan adalah salah 
                                                          
74 Akmal Hawi, Op.Cit., hal. 19-20. 
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satu alat yang digunakan manusia untuk memelihara kelangsungan 
hidupnya baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. 
Berikut ini adalah tujuan pendidikan Islam menurut pendapat 
beberapa ahli dan tokoh pendidikan Islam: 
1) Abd ar-Rahman an-Nahlawi menyatakan bahwa tujuan pendidikan 
Islam adalah mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah 
laku serta perasaan mereka berdasarkan Islam yang dalam proses 
akhirnya bertujuan untuk merealisasikan ketaatan dan penghambaan 
kepada Allah di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun 
masyarakat. Definisi tujuan pendidikan ini lebih menekankan pada 
kepasrahan kepada Tuhan yang menyatu dalam diri secara individual 
maupun sosial. 
2) Zakiyah Daradjat mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam 
adalah membimbing dan membentuk manusia menjadi hamba Allah 
yang saleh, teguh imannya, taat beribadah, dan berakhlak terpuji. 
Bahkan keseluruhan gerak dalam kehidupan setiap muslim, mulai dari 
perbuatan, perkataan dan tindakan apapun yang dilakukannya dengan 
nilai mencari ridho Allah, memenuhi segala larangan-Nya adalah 
ibadah. Maka untuk melaksanakan semua tugas kehidupan itu, baik 
bersifat pribadi maupun sosial, perlu dipelajari dan dituntun dengan 
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iman dan akhlak terpuji. Dengan demikian, identitas muslim akan 
tampak dalam semua aspek kehidupannya.75 
3) Al-Qabisy mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah 
upaya menyiapkan peserta didik agar menjadi muslim yang dapat 
menyesuaikan hidupnya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dengan 
tujuan ini diharapkan peserta didik mampu memiliki pengetahuan dan 
mampu mengamalkan ajaran Islam, karena hidup di dunia ini 
merupakan suatu jembatan menuju hidup di akhirat.76 
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tujuan 
pendidikan agama Islam adalah menanamkan keimanan yang teguh agar 
menghasilkan ketaatan guna menjalankan kewajiban agama Islam yakni 
dengan beribadah kepada Allah swt, serta terbentuknya manusia yang tidak 
hanya mampu beribadah secara konservatif kepada Allah swt, namun 
manusia yang memiliki nilai-nilai humanis terhadap lingkungan sosial dan 
masyarakat. 
c. Fungsi PAI 
Agama dalam kehidupan sosial mempunyai fungsi sebagai sosialisasi 
individu, yang berarti bahwa agama bagi seorang anak akan 
mengantarkannya menjadi dewasa. Sebab untuk menjadi dewasa seseorang 
memerlukan semacam tuntunan umum untuk mengarahkan aktivitasnya 
dalam masyarakat dan juga merupakan tujuan pengembangan kepribadian, 
                                                          
75 Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, 
Keluarga, dan Masyarakat (Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2009), 29-31. 
76 A. Fatah Yasin, Op.Cit., hal. 110. 
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dan dalam ajaran Islam inilah anak tersebut dibimbing pertumbuhan jasmani 
dan rohaninya dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, 
mengasuh dan mengawasi berlakunya ajaran Islam.77 
Fungsi pendidikan agama Islam yakni menyediakan segala fasilitas 
yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan agama Islam tersebut 
tercapai dan berjalan dengan lancar. Penyediaan fasilitas ini mengandung 
arti dan tujuan yang bersifat struktural dan institusional. Maksudnya arti 
dan tujuan struktural adalah menuntut terwujudnya struktur organisasi 
pendidikan yang mengatur jalannya proses kependidikan baik dari segi 
vertikal maupun horizontal. Kemudian maksud dari arti dan tujuan 
institusional adalah berfungsi untuk menjamin proses pendidikan yang 
berjalan secara konsisten dan berkesinambungan yang mengikuti kebutuhan 
dan perkembangan manusia serta cenderung ke arah tingkat kemampuan 
yang optimal. 
Adapun fungsi pendidikan agama Islam menurut Kurshid Ahmad 
yang telah dikutip oleh Ramayulis adalah sebagai berikut: 
1) Alat untuk memelihara, memperluas dan menghubungkan tingkat-
tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide 
masyarakat dan bangsa. 
2) Alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan yang 
secara garis besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru 
                                                          
77 Akmal Hawi, Op.Cit., hal. 21. 
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ditemukan, dan melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk 
menemukan pertimbangan perubahan sosial dan ekonomi.78 
 
C. Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 
Kompetensi Guru PAI 
Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah hal yang menentukan 
dalam kebijakan publik, dan kebijakan pendidikan merupakan turunan dari 
kebijakan publik. Tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan terdapat pada 
implementasi kebijakan itu sendiri. Istilah implementasi dapat diartikan sebagai 
penerapan, pelaksanaan hingga menjadi terwujud. Kemudian implementasi 
kebijakan merupakan tahap kedua setelah pembuatan ataupun pengembangan 
kebijakan.79 Maka dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan adalah 
pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. 
Desentralisasi pendidikan sekarang ini memberikan peluang bagi 
kebijakan sekolah di daerah, yang mana kebijakan pendidikan di daerah tersebut 
di dapat dari Dewan Pendidikan Kabupaten dan Kota. Selanjutnya kebijakan 
tersebut diberikan kepada kepala sekolah untuk membuat kebijakan di sekolah 
bersama dengan staf, pengawas, dan komite sekolah. Seorang kepala sekolah 
memiliki kewenangan dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan 
yang didapat dari pimpinan yang lebih tinggi sesuai dengan visi, misi, dan 
sasaran sekolah dengan mengacu kepada sumber daya yang ada di dalam dan di 
                                                          
78 Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada 
Media, 2006), hal. 69. 
79 AKA Kamarulzaman, M. Dahlan Y. Al Barry, Kamus Ilmiah Serapan (Yogyakarta: 
Absolut, 2005), hal. 274. 
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luar sekolah. Kebijakan yang ada di sekolah merupakan suatu hal yang sangat 
penting bagi para guru dan siswa, karena sangat berkaitan dengan pembelajaran 
dalam rangka peningkatan efektivitas sekolah, yakni lebih tepatnya pada 
peningkatan kompetensi guru PAI dalam kebijakan yang dibuat oleh kepala 
sekolah. 
Manfaat dari kebijakan ialah untuk meraih kepuasan dan harapan 
masyarakat sebagai bagian penting stakeholders pendidikan. Kepala sekolah 
sebagai pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
melaksanakan kebijakan pimpinan puncak untuk mengelola seluruh sumber 
daya yang dapat mendukung pencapaian keunggulan sekolah, dan untuk 
melaksanakan suatu kebijakan dengan baik, maka diperlukan pemimpin yang 
ideal dan efektif. Adapun kepala sekolah ideal dan efektif mempunyai ciri-ciri 
khusus sebagai berikut: 
1. Fokus pada kelompok, yakni kepala sekolah mengarahkan kepada 
kelompok-kelompok kerja yang memiliki tugas atau fungsi masing-masing, 
tidak hanya memfokuskan kepada individu, karena tugas kelompok dapat 
memotivasi setiap individu terutama jika ada kesalahan pada individu, maka 
teman yang lain dapat menarik teman kelompoknya yang kurang benar 
dalam proses kerjanya.80 
2. Stimulus kreativitas. Adanya inovasi kerja dapat meningkatkan kualitas kinerja 
untuk dapat menghasilkan barang ataupun menghasilkan jasa. Jadi, apabila 
                                                          
80 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi 
(Bandung: 2004), hal 49-54. 
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mengharapkan kualitas yang baik, maka tidak takut akan perubahan, sebab tanpa 
perubahan tidak akan meningkatkan kualitas kerja anggota. Inovasi kerja tidak 
harus dari seorang pemimpin, karena pemimpin juga memiliki batas 
kemampuan. Pemimpin tidak patut pula menyampaikan ide-ide lamanya, karena 
itu salah satu penyebab berkurangnya kualitas kerja. Ide-ide baru dapat 
menghasilkan sesuatu yang bermutu. Anggota didorong untuk tidak takut 
berkreasi. Oleh karena itu tugas pemimpinlah yang menstimulus kreativitas 
anggotanya dengan cara mengikutkan anggotanya pada pelatihan-pelatihan 
terkait pendidikan.81 
3. Musyawarah dan kerjasama. Kepala sekolah harus selalu mengikutsertakan 
anggota-anggotanya dalam berbagai kegiatan program-program kependidikan, 
mulai dari tahap perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Setiap orang adalah 
aset terpenting dalam lembaga. Oleh karena itu setiap anggota yang ada harus 
didayagunakan secara optimal bagi kepentingan tujuan sekolah.82 
4. Kreatif dan aktif. Kepala sekolah hendaknya lebih kreatif dan aktif dari 
anggotanya. Kepala sekolah tidak hanya aktif ketika ada permasalahan. 
Kepala sekolah yang kreatif dan aktif dapat mencegah munculnya masalah 
dan kesulitan di masa yang akan datang, karena setiap rencana dan tindakan 
sudah dipikirkan akibat dan konsekuensinya sehingga dapat memikirkan 
cara mengeliminasi hal-hal yang negatif.83 
                                                          





Kepala sekolah yang bijaksana mengetahui apa yang diharapkan tenaga 
kependidikan kepadanya. Tugas kepala sekolah dalam kaitannya dengan 
pengembangan atau peningkatan kompetensi guru bukanlah pekerjaan yang 
mudah karena tidak hanya mengusahakan tercapainya tujuan sekolah, tetapi 
juga tujuan guru secara pribadi. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah 
harus sadar bahwa keberhasilannya bergantung pada orang lain, seperti guru 
dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, pengembangan atau peningkatan 
kompetensi guru perlu dilakukan pada setiap sekolah untuk memastikan bahwa 
mereka tetap dapat mempertahankan kualitas profesionalitasnya sesuai dengan 
kebutuhan sekolah. Cara yang dapat ditempuh adalah mengikutsertakan guru 
pada kegiatan-kegiatan, seperti pelatihan, workshop, seminar, pemagangan, dan 
pendampingan yang dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, 
perguruan tinggi, atau lembaga non-pemerintah. Adapun beberapa indikator 
keberhasilan kepala sekolah dalam mengembangkan guru dan staf dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 
1. Kepala sekolah melakukan supervisi klinis dan kooperatif guna memberikan 
masukan bagi peningkatan kompetensi guru. 
2. Terdapat program pengembangan profesionalitas guru dan staf berbasis 
sekolah berdasarkan kebutuhan sekolah guna perbaikan layanan, yang 
ditekankan pada pembentukan keterampilan profesional. 
3. Terdapat asesmen mengenai kekuatan dan kekurangan setiap guru dan staf, 
terutama berkaitan dengan kompetensi dan keterampilan tentang 
pelaksanaan pembelajaran yang efektif. 
4. Terdapat database mengenai profil guru dan staf mencakup berbagai aspek 
yang berhubungan dengan kompetensi profesional (masa kerja, latar 
pendidikan, pengalaman diklat dan penataran, serta karya-karya lainnya). 
5. Kesempatan yang tersedia untuk pengembangan kapasitas profesional, 
diberikan secara bergilir, adil, dan merata kepada semua guru dan staf. 
6. Terdapat kegiatan sosialisasi lanjutan tentang hasil pelatihan/penataran 
yang diikuti guru dan staf tertentu kepada semua warga sekolah. 
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7. Guru aktif mengikuti dan memanfaatkan kegiatan Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran (MGMP), dan kegiatan organisasi lainnya untuk pengembangan 
diri. 
8. Guru aktif secara mandiri dalam berbagai kegiatan pengembangan 
profesional (penataran, pelatihan, seminar, dan pengadaan buku referensi 
pribadi). 
9. Guru aktif menulis karya ilmiah (KTI) untuk mengkomunikasikan 
pengalaman dan pemikirannya, baik melalui artikel, makalah, maupun 
laporan penelitian, khususnya penelitian tindakan kelas (PTK). 
10. Sekolah menciptakan hubungan kerja kesejawatan di antara semua guru, 
dan staf dengan seluruh warga sekolah.84 
 
Program pengembangan atau peningkatan kompetensi guru berbasis 
sekolah dapat dilaksanakan melalui program-program yang direncanakan 
sendiri oleh sekolah atau melalui jaringan antar sekolah. Kepala sekolah dalam 
membuat kebijakan baru yakni menciptakan keadaan baru dengan melibatkan 
personel sekolah didalamnya, dan kepala sekolah bertanggung jawab penuh 
akan hal itu, karena kebijakan baru yang dibuat tersebut harus membawa visi 
dan misi perubahan ke arah yang lebih baik, inovatif ataupun berkualitas. 
Adapun dalam rangka meningkatkan kompetensi guru PAI, terdapat beberapa 
upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah melalui kebijakan-kebijakan 
dibuatnya. Adapun beberapa kebijakan yang dapat dibuat oleh kepala sekolah 
adalah sebagai berikut: 
1. Mengadakan Pembinaan Profesional 
Kebijakan kepala sekolah yang dapat diambil salah satunya dengan 
cara mengadakan pembinaan profesional, yakni dengan usaha memberi 
bantuan kepada guru guna memperluas pengetahuan, meningkatkan 
keterampilan mengajar dan menumbuhkan sikap profesional mereka 
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sehingga menjadi lebih profesional untuk mengelola kegiatan pembelajaran 
dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.85 Kegiatan pembinaan 
profesional ini meliputi: adanya program penataran seperti adanya seminar, 
diskusi, pelatihan, pembinaan teknis/pembimbingan oleh tutor/tutorial 
dalam kelas maupun dalam kelompok kerja guru (KKG). Pembinaan 
professional para guru dalam rangka meningkatkan kemampuan mengajar 
dapat dilakukan oleh kepala sekolah melalui teknik sebagai berikut: 
a. Kunjungan kelas yang dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk 
mengetahui kualitas pelaksanaan proses belajar mengajar 
b. Pertemuan pribadi untuk berdialog atau bertukar pikiran antara kepala 
sekolah dengan guru dan pertemuan itu bersifat informal 
c. Rapat dewan guru yang didalamnya pertemuan semua guru dan kepala 
sekolah 
d. Kunjungan antar kelas 
e. Kunjungan antar sekolah yang dilakukan guru-guru dari sekolah 
tertentu ke sekolah lain.86 
 
2. Pembentukan dan Pembinaan Profesionalisme Guru Melalui 
AGPMP/MGMP 
Salah satu kegiatan yang selama ini dianggap efektif dalam 
meningkatkan kemampuan profesionalisme guru adalah melalui AGPMP 
(Asosiasi Guru untuk Peningkatan Mutu Pendidikan) atau yang sering kita 
sebut dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) merupakan 
kebijakan yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah. MGMP adalah salah 
satu wadah kegiatan profesional guru yang sering dimanfaatkan guru mata 
pelajaran/bidang studi sejenis untuk pengembangan diri. Kegiatan yang 
                                                          




berasal dari satu rumpun bidang studi ini dilakukan untuk mendiskusikan 
permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang studi 
tersebut. Oleh karena itu, MGMP merupakan salah satu sistem penataran 
guru dengan pola dari, oleh, dan untuk guru.87 
Agar tujuan MGMP dapat tercapai dengan baik, maka perlu 
ditempuh langkah-langkah dalam menentukan bentuk dan proses MGMP, 
antara lain: 
a. Penentuan kebutuhan pendidikan dan latihan, atau suatu penilaian 
keutuhan yang komprehensif 
b. Penetapan tujuan yang bersifat umum dan spesifik 
c. Pemilihan metode 
d. Pemilihan media 
e. Implementasi program 
f. Evaluasi program.88 
 
Berdasarkan uraian tentang konsep MGMP di atas, dapat dipahami 
bahwa Musyawarah Guru Mata Pelajaran pada hakikatnya adalah 
peningkatan kemampuan kerja yang dalam manajemen lebih dikenal 
dengan istilah Program Pendidikan dan Latihan. Oleh karena itu, aktif 
dalam kegiatan MGMP sangat memberi manfaat bagi guru. Adapun 
manfaat dari MGMP, antara lain: 
a. Sebagai wadah yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapi guru di kelas 
b. Sebagai wadah untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mencari 
solusi permasalahan yang dihadapi di kelas, terutama menyangkut 
perbedaan gaya (budaya) guru dan peserta didik 
c. Sebagai wadah yang memberikan peluang kepada guru untuk 
merancang program kerja berdasarkan kebutuhan guru mata pelajaran 
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3. Mengadakan Rapat Guru 
Kebijakan yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan 
kompetensi guru PAI juga dapat dilakukan dengan cara mengadakan rapat 
guru. Adapun rapat guru banyak jenisnya, diantaranya: 
a. Menurut Tingkatannya 
1) Staff Meeting yaitu rapat guru-guru dalam satu sekolah tersebut 
2) Rapat guru bersama dengan orang tua murid dan murid-murid 
3) Rapat guru dari beberapa sekolah yang bertetangga 
b. Menurut Waktunya 
1) Rapat permulaan dan akhir tahun 
2) Rapat periodik (dalam beberapa periode tertentu) 




4. Mengadakan Studi Kelompok Antar Guru 
Para guru dalam mata pelajaran sejenis berkumpul bersama untuk 
mempelajari suatu masalah atau sejumlah bahan pelajaran. Pokok bahasan 
telah ditentukan dan diperinci dalam garis-garis besar atau dalam bentuk 
pertanyaan-pertanyaan pokok yang telah disusun secara teratur. 
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5. Mengikuti Workshop (Lokakarya) 
Workshop adalah suatu device dalam in-service education, cara 
belajar sesuatu dengan menggunakan sharing of ideas, prosedure give and 
take, suatu sistem kerja yang selaras dengan jiwa gotong-royong.91 
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa implementasi 
kebijakan kepala sekolah sangat berperan penting dalam membantu 
meningkatkan kualitas kompetensi guru tepatnya guru PAI, yang diantaranya 
dapat dilakukan dengan cara mengadakan pembinaan profesional, pembentukan 
dan pembinaan profesionalisme guru melalui AGPMP/MGMP, mengadakan 
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